
BI'PATI PESISIR SEIATAIY
PROVINSI SI.'MATEM BARAT

IGPUII'SA}T BUPATI PESISIR SEI"ATAI,I
NOMOR: 810/ &f, lK@a/2oZA

TE NTAN G
PEMBENTUKAN PANITIA PEI,AI(SAI{A KEGIATAN SELEIGI CALON PEGAWAI
I{EGERI SIPIL FORMASI2olg DI UNGKUNGAI.I PEMERINTAH KABIJPATEN

PESISIR SEIAIAN TAHUN AI.IGGT{RAI'I 2OAO

Menimbang

Mengingat

BUPATI PESISIR SEIATAN,

bahwa rlalam rangka memenuhi kekurangan tenaga
Aparatur, khususnya Tenaga Guru, Tenaga Kcsehatan
dan Tenaga Teknis Lainnya, Pemerintah Kabupatcn
Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2020, merrrberi
kesempatan bagi masyarakat luas untuk diangkat
sebagai.Calon Fegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan F'ormasi Tahun 2019.

bahwa agar kegiatan seleksi penerimaan Calon pegawai
Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 yang ;rlerksanuan
!9l-etcsl Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi
Bidang-nya pada Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan
balk dan lancar lrrlu dibentuk paaitia pelaksana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menitapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan tenlang pembentukan
Panitia Felaksana Kegiatan penerimaan Seleksi Calon
Pega'rai Negeri Sipil di lingkungan Femerintah
Kabupaten Pesisir $elatan Tahun Anggarat 2O2O.

Undang-Undang Nomor lZ Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(lembaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun
1957 pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 5g Tahun lg5g
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lg5g
llomor 1C3, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor lT Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun- 2003 No 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42t6);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpubliii
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbara
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Fengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I:mbaran Negara
Republik Indoensia Nomor 21400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Femerintah Ptrsat dan
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 214.38);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah be berapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tah un 20 l5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lcrnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Mministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tanrbahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

10. Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah pembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 20 17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tcntang
Fembinaan dan Pengawasan Fenyelenggaraan
Femerinta.han Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan l,emba.ran
Negara Republik Indonesia Nomor @41);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Fengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentaug perubahan Kedua Atas
Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2006
tentang Fedoman Fengelolaan Keuanga.n Daerah;

14. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20lS
tentang Fembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan
KESATU

15. Peraturan Meteri Fendayagunaan Aparatur Negara clatr
Reformasi Birokrasi Republik Indonesiri Nonror 23
Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil dan Felaksanaan Seleksi Calon
Fengawai Negeri Sipil Tahun 2019;

16. $urat Keputusan Menteri Femberdayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.
504 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kebutuhan PNS di
Unglrungan Daerah l(abupaten Pesisir Selatan Tahun
2019;

17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 20 18 tentang Petunjuk
Teknis Pengadaan Fegawai Negeri Sipil;

18. Feraturan Daerah Kabupaten Fesisir Selatan Nomor 08
Tahun 2016 tentang Susunan dan Fembentukan
Organisasi Ferangkat Daeratr Kabupaten Fesisir
S€latan;

19, Peraturan Daerah Ihbupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah lGbupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2019;

2O. Feraturan Daerah Kabupaten Fesisir Selatan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubal.an Anggaran Pendapa.tan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2019;

22. Feraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2019
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Penclapatan
Belajan Daerah l(abupaten Pesisir Selatan I'ahun
Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil, Panitia Tim Pengawas Calon Pe gawai Negeri Sipil, Panitia
Tim IT Calon kgau,ai Negeri Sipil, dan Pantia Tim Keanranan
Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggar an 2020, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

A. Panitia tim seleksi sebagaimana dimakstrd pada diktum
kesatu bertugas:
1. Menyiapkan Pengumuman Bupati tentang Penerimaan

Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;
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2. Mempublikasikan Pengumuman Seleksi Penerim aan
Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 melalui
media sosial, dan website yang telah ditetapkan oleh
Panitia Seleksi Nasional;

3. Memonitor pendaftaran pelamar Seleksi Pemerimaan
Calon Fegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 secara
on-line;

4. Melaksanakan seleksi administrasi peserta Seleksi
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun
2019 dengan memvalidasi data calon yrlamar;

5. Menyiapkan daftar Peserta Seleksi Penerimaern Calorr
Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

6. Menyiapkan DaJtar Peserta Seleksi Fenerinlaan Calon
Fegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 yang tes
SKD;

Z Melaksanakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil dengan materi Seleksi Kemampuan Dasar
(SKD) dengan menggunakan Sistem Compu ter Assested
Test (CAT);

8. Menyiapkan Keputusan Bupad Pesisir Selatan tentang
Penetapan Hasil Seleksi Kemampuan Dasar (SKD);

9. Melaksanakan Seleksi Fenerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil dengan Materi Seleksi Kemampuan Bidang
(SKB) dengan menggunakan Sistem Computer Asseeted
Test (CAT);

10. Malakukan koordinasi dengan MENPAN dan BKN
terkait dengan hasil selel<si CPNS Formasi Tahun 2019;

11. Menyiapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Penetapan Hasil Seleksi Fenerimaan Calon pegawai
Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

12. Menyiapkan pengumuman melalui websjte dan media
sosial tentang Hasil Seleks. Penerim aan Calon pegawai
Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

13. Menerima berkas pendaftaran ulang Calon pegawai
Negeri Sipil Formasi Tahun 20 19 dan;

14. Mengusulkan pe netapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil
Formasi Tahun 20 19;

15. Membuat Surat Keputusan Bupati tentang Calon
Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

16. Membuat laporan pelaksanaan Seleksi penerimaan
CPNS Formasi Tahun 2019;

Panitia tim pengawas sebagaimana dimaksud pada dil<tum
kesatu bertugas:



l. Menyusgn Desain Fengawasan Fengatlaan Fegawai
Negeri Sipil Formasi Tahun 2019;

Melakukan Fengawasan terhadap semua Tahapan
Fengadaan Pegawai Negeri Sipil dan berkoordinasi
dengan tim IT dan tim Keamana untuk lancarnya
proses Fengadaan Fegawai Negeri Sipil;

3. Melaporkan hasil pengawasan ke pada pemerintah
daerah (bupati);

C. Fanitia tim IT sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
bertuga.s:
1. Melakukan persiapan jaringan serta l<oneksi ke server

pa.da masing-masing client computer sebagai rnedia
pelaksanaan Selelsi Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil;

2. Melakukan uji coba dari pesiapan yang sudah
dijalankan untuk memastikan apakah terjadi lcendala
ringan atau berat yang bisa segera diatasi dan
dicarikan solusinya;

Bertarggung jawab mengenai permasalaharr jaringan,
baik mengenai kelancaran akses jaringan ke server
ataupun kesalahan yang terjadi pa.da computer client
pengguna peserta seleksi Fenerimaan Cslon Pegawai
Negeri Sipil;

Melakukan pemantauan kelancaran jaringan dalam
proses pelaksanaan Seleksi ftnerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil;

5. Selalu siap sedia jika terjadi kesalahan ataupun
permasalahan mengenai jaringan computer ataupun
permasalahan pa.da computer client sendiri hingga
bisa dilakukan perbaikan di saat itu juga ataupun
diambil kebijakan yang tepat pada saat kejadian;

D. Panitia tim keamanan sebagainrana dimaksud pada diktum
kesatu bertugas:
l. Bertanggung jawab kepada pemerintah daerah atas

keamanan, ketertiban, rasa aman dan nyaman
diseluruh area yang meliputi keamanan personil dan
material di lokasi tugas;

2. Bertanggung jawab mengenai keamanan dari
pelaksanaaa penerimaan Pegawai Negeri Sipil, baik
pengamatran lokasi ataupun pengamanan pa.da benda-
benda yang dibawa oleh peserta Fenerimaan Calon
Fegawai Negeri Sipil;

3. Melalcukan koordinasi pada tim-tim lerkait dalam
proses penerimaan C;alon Pegawai Negeri Sipil untuk
menetapkan prosedur kea-aana yang lebih efektif dan
efesien;
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l{elalrukan peDgawasan terhadap pa.ra peserta Selebi
Fenerimaqn Calon Fegasrai Negeri Sipil, baik
pengawasan seqara realtime di sekitar lokasi atauprrr
secara kpordinasi dengan pembagian tryag -tim
keamanan;

Mengarnbil langkah-lanikah awas dalam mengatasi
malasah ]rang terjadt dil,apanpn, seta melapOrkarr
pada letua_tim pelaksana jika terJadi haf-hal Snng,t!g perhitungan untuk diambil hputusan
berikutnya;

Memberikan teguran dan tindakan jika terjadi
pelanggaran bamana dalam proses Fenerimaan Calon
kgawai Negeri Sipil;

Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini
dibebankan pada AFtsD Kabupaten Fesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020, Belanja Lanpurg Badan Kepegauaian dan
Fengembangan fumber Daya Manusia l(abupaten Fesisir
Selatan, Kegiatan Seleksi Fenerimaan Calon pNS Formasi
Thhun 2019.

IGputusan ini mulai herlaku pada tanggal ditetapkan.

4.

KEEMPAT

TEMBUSAN : disamoaika4kwda yth,
l. Meoteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara & RB di Jakarta,
2. Kcpala Badan Kepegawaian Negara di Jaka a.
3. Kepala Iknreg )qI Badan Kepcgawaian Negara di pekanbaru.
4. Gubernur Sumatera Bamt di padang.
5. Inspektur Daerah prbpinsi Sumatera Barat di padang,
6. Inspektur Daerah Kabupaten pesioir Selatln di painan.
7. Dan lain-l,ain yang dirasa perlu.
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IAMPIRAI{ : NEPUTUSAI{ BUPAfl FESISIR
SELATAI{

NoMOR :810/fi txprslZwo
TANGGAL : lf JANUARI2020

TE NTAN G
PEMBEI{TUI(AI{ PANITIA PEI,AIGAM KEGTATAIY SEI.EI6I CALON PEGAWN

NEGER,I $PTL DI LINGKT]NGAN PEMERD{TA}I KABUPATEN PESISIR SEI.ATAI{
TAIIU{ 2@O

tlqi : '$: itl{:4 if I[ llE :

Paaitia Seleksi FencriE.en CPNS

H. HENDRAJOM, SH., M.H Bupati Pesisir Sclatan Penanggung
Jawab

a Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Wakil Bupati Pesisir Selatan Wakil Penanggung
Jaurab

.r. Ir, ERIZON, M.T Selffetaris Daerah Ictua Pelak8ana

4. DTs. YESPI NAWIARSII{ Kepala Badan Kepegawaian Dan
PenSembangan SDM

Wakil Ketua
Pelakeana

5. I{AMDI, Spt., M.Si Asisten Itr Koordinator

6. Dra. zuKO, MM Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Strmber Daya Manusia Wakil Koordinator

SUHANDRI, S.E., M.M Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Wakil Koordinator

8. HJ, MJRMAILISTRY, SH Kabid Pengadaan, Pcmb<rhentian
Dan Informasl ASN Pclaksann

9. EVA SUSANTI, SE Sebetaris BKPSDM Wakil Pelaksana

10. SEPTRIA NEVITA, SE, M.I.KOrl Kasubbid Formasi Dan I :ngadaan
Pegawai

Sckretaris

11. ANDRI, SH Kabid Kepangkatan, Mutasi Dan
Pensiun Angoota

12. HENDRAWATI, SE Kabid Pengembangan Dan
Pengendalian Anggota

13. JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom Kepala Bagian Organisasi Anggota

14. SABRUL, SH Kepala Elagian Hukum Sekretariat
Daerah Atrggr:ta

15. RINALDI, S.Pd., M.Si Kepala Bagian Humas Sekretariat
Daerah n nglil0ta

16. MUHAIMIN ZURNA, SE.,M,CIO Kasubbid Dolrumcntasi Data Anggota
17. EF'LIZAR M, SH Kasubid Pemberhentian ASN ADRJEota

AI{WAR, S. Sos Kasllbag Umum dan lGpcgawaian AngBota

19. SYANTI ERNA AYU, S.ST., M,Si Kasubag Pere@naan, Keuangan
dan Pclaporan An,<gota

20. MUHAMMAD KADzu, S.A.P Kasubid Promosi dan Kesejahteraan
ASN Anggota

SYAFRINO, SAP, M.I.KOM Kasubid Mutasi dan Pengembangan
Karir ASN Anggota

.), AFRI,ANTO, SE Kasubbid Kepangkatan Pegawai
Negeri Sipil n nggota

23. RANTI ARIYANI, S.ST, M.Si I(asubbid Pendidikan, Penjenjangan
dan Scrtifikasi Anggota

24. ARDIMAN, A,Md Kasubbid Pendidikan Pelatihan
Teknis Jabatan F\ngsional Anggota

ADE MARLINA, S.Psi, M.ec.Dev Kasubbid Penilaian Kinerja dan
_ Evaluasi Kinerja ASN Angg0ta
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26. AF.TA ME-IRIDO, S. Kom Pelaksana BKPSDM Scl( rctrt ria I 
.

Sckrcl a rh I27. ELI ERMI, SE Pelaksana BKPSDM

28. BRAHMANA ADIPUTRA, S, KOM Pelaksana BKPSDM S{-'kret$rhl.

29. MUSDAWATI Pelaksana BKPSDM S(:l<r(.t{r ria I

30. DELILA, SH Pelaksana BKPSDM 9:krr:tarial
M. ADE FEBRIANSYAH, S.STP Pelaksana BKPSDM S(:krclaria t

MASRI AFRIANTO Pelaksana BKPSDM Sc kre ts ria t

33. RISWAN JONEDI Pelaksana BKPSDM Sckrc ta ria t
34. JASMIATI Pelaksana BKP$DM Sckrcta riqt

HESTI WARDANI Pelaksana BKPSDM Scl(rctarial
36, YUSRI JAPRISKA, SE Pelaksana BKPSDM Sel(rcturiat
37. Mn'DA DWI GUSTI, S.AP Pelaksana BKPSDM 5l<:krcla ria t

'la DESI WAHYUN*I SYAF Pelaksana BKPSDM S(:kr(:tilrial
39. IRFAN Pelaksana BKPSDM ,'i(]krctarial

40. FERA NOFITA SARI, S,IP Pclaksana BKPSDM lit:l(rsl{rrial
41. ENGGRI JUNAIDI, A.Md Pelak sana BKPSDM &:kr(,tarial
42. KARMILA SARI, S. SO3 Pelaksana BKPSDM 9rl(rclarial
43. RICKY SAPUTRA, SE Pelaksana BKPSDM Srkrc'ta ria t

44. HARRY YI]SMAN, S.A.P Pelaksana BKPSDM $'krcl rr rlr I

45. ADRIANTO, S.Sos Pelaksana BKPSDM :it:krct.rrirl
46. WIWIK MURNIATI Pelaksana BKPSDM Se kre ta ria t

47. ALFIAN HUDA, S.M Pelaksana BKPSDM Sckretariat
48. JONI YANBASTIAN Pelaksana BKPSDM Sekretariat
49. EZA PUTRI NS, A.Md Pelaksana BKPSDM Sekretariat
50. SURYANTO MUCHLIS, S.AP Pelaksana BKPSDM Sekretariat
51. ARIMADONA, A.MA Pelaksana BKPSDM Sekretariat
52. DARMIATI, SH Pelaksana BKPSDM Sekretariat
53. LENDRAWATI, A.Md Pelaksana BKPSDM Sekretariat
54. EKA SRY NOFRIYENI, A.Md Pelaksana BKPSDM Sel(retariat

DEWINTA STANIE Pelaksana BKPSDM Sekretariat
56. EKO JEPRINANDO Pelaksana BKPSDM Sekretariat
57. TRI WAHYUDI Pelaksana BKPSDM Sekretariat
58. YOKI YULIO PUTRA Pelaksana BKPSDM Sekretariat

B. llm Pcngawas Setet""i Bcocrinaa CPNS

1. AHDA YANUAR, S.Kom Inspektur Daerah
Ketua

Koordinator Tim
Pengawas

o EMILA LOVIZA, S.Sos Sekretaris Pengawas
o. AF'RUON, S.H Inspektur Pembantu IV Pen gawas

4. NURLAILI, S.H., M.M P2UPD Madya Pengawas
5. zuLFAHARTATI, S.8., M.M P2UPD Madya Pengawas
6. DIAN PERMANA PU'I'RA, S.E Auditor P€rtama Pengawas

c. TiE n Oehik Kouputcrioaai) Selckd F.lcrirDaan CPNS

1. JUNAIDi, S.Kom., M.E Kepala Dinas I(omunikasi
dan Informatika Kctua Tim IT

2. SYAFRUDIN, SH., M.Si Kabid E-Goverment Wakil Kctr,ra 'lim
ll

NANANG SYUFRIADI, S.T Kasi Persandian Anggol.a
4. MUHAMMAD AZ\,II RIYAN, S.Kom Pelalsana DISKOMINFO Anggota
5. AL MUHAMMAD YMIN, S.Kom Pelaksana DISKOMINFO AnBEota
6. MARDHTATUL IHST{NIAH, S.Kom Pelaksara DISKOMNITO Anggota
7. SILVIA PERMATA SARI, S.Kom Pelaksana DISKOM INF'O Arlggota



8. YUSRIL BUDIDARMA, A.Md Pelaksana DISKOMINI'O Anggota
9. HANDRI TRISNA, S.KoIB Pelaksana DISKOM INFO Anggota
r0. YARISMAN, S.Kom., M.CIO Pelaksana DISKOM INFO Anggota
11. SUDINDRI RAHMAD FEBRUANDA, ST Pelaksana DISKOMINF O AngEota
12, REZKI FERNANDO PUTRA, S.Kom Pelalsana DISKOM INF O Anggota
13. RAMADANI ILHAM, S.Kom Pelaksana DISKOMINFO Anggota

HUTzu ELA NARSA, A.Md., IfuM Pelaksana DISKOM INFO Anggota
15. FEBI RAHMA SUCI, A.Md Petaksana DISKOMINFO Anggota
16. DEDET MASRI YUNI, S.Kom Pelaksana DISKOMINFO Anggota

D. Tia Penca-manan Sclcksi Frncrimaan CPNS

l Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja darr DAMKAR

K(.tLlit'l'in)
Kt'arnrrurrr

2. ZULKIFLI, S.So s Sckretaris SATPOL PP dan
DAMKAII

Wakil Kctr ra Tirn
Kcrtnt il ruu t

NOFALINA, S, H
Kasubag Umum dan

Kepegawaian SATPOL PP dan
DAMKAR

Anggotil

4. ZENDRA EFFENDI B S.H IGsi Pelatihan Teknis dan
Tindak lnternal Anggota

5. DEDI KURNIAWAN Pelaksana SATPOL PP dan
DAMKAR Anggola

6. INDRA Pelaksana SATPOL PP dan
DAMKAR Arlggola

7. EKA PUTRA Pelaksana SATPOL PP dan
DAMKAIT Anggot{r

8. F1AR RI I,IJSKA Pelaksana SATPOL PP dan
DAMKAR Anggola

9. REDO FEBBRI Pelaksana SATPOL PP dani
DAMKAR rl n ngBota

SELATAN
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